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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang
dilindungi. Penulisan skripsi ini di latar belakangi karena maraknya kasus tindak
pidana peyelundupan satwa liar yang dilindungi khususnya yang terjadi di Kota
Palembang. Berdasarkan penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penyelundupan satwa liar yang dilindungi disebabkan karena 2 (dua) faktor, yang
pertama faktor intrinsik (intern) dan yang kedua faktor ekstrinsik (ekstern) serta
faktor hukum dan penegak hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana satwa liar
yang dilindungi ditempuh melalui 2 (dua) cara yakni preventif dan represif, dimana
upaya preventif ini dilakukan oleh Tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan melalui sosialisasi dan media massa secara
berkala, sedangkan upaya represif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) dan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi
Sumatera Selatan. Kemudian dirumuskan permasalahan yaitu 1) Apakah faktor
penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan 2)
Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap penyelundupansatwa liar yang
dilindungi oleh BKSDA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
hukum yuridis-empiris. Bahan hukum yang diperoleh dari data primer dan data
sekunder. Bahan tersebut akan di analisis dengan analisis kualitatif.

Para pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana penyelundupan satwa liar
karena beberapa faktor dan karena itu dilakukan beberapa langkah-langkah upaya
pencegahan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : Analisis, Kriminologis, Penyelundupan, Satwa Liar, Dilindungi
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BAB |

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam,
baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia dan
ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia
khususnya bagi penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sebuah anugerah dari Allah
SWT vyang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terhitung
jumlahnya.Salah satunya hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli
daerah adalah pembangunan dan pengembangan perkebunan.Lebih lanjut lagi,
perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang
pembangunan perekonomian nasional Indonesia, baik dari sudut pandang
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka
lapangan kerja yang sangat terbuka luas.t

Dalam Pasal 5 Undang-undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan,
ikan, dan tumbuhan yang menyatakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana

memasukan media pembawa hama ke wilayah republik Indonesia sebagai berikut:

1Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, PT Sinar
Grafika,Jakarta, him 544,



Setiap media dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina,
atauorganisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah
negara Republik Indonesia wajib? :

a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan,
bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian
tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain

b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan

c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan
untuk keperluan tindakan karantina

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang
disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air,
dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas
maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk
dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat
membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.Untuk menjaga agar
pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-
baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati
dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta
melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat

Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Hewan,lkan dan Tumbuhan



Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung
dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya.
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya
Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis
tumbuhan dan satwa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal21 ayat (2) dan Pasal
40Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati
Dan Ekosistemnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut peburuan, perdagangan
satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke
luarindonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di
Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang
dilarang.
Sebagaimana telah di atur dalam Pasal 40Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwa:
1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal
33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5



(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah).
3. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal
33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
4. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)
serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).
5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.®
Adapun jenis-jenis satwa yang di lindungi Negara berdasarkan lampiran
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang

3Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistemnya.



Dilindungi tersebut dikelompokkan sesuai 9 (Sembilan) jenis golongan satwa yakni
Mamalia, Burung, Amphibi, Reptile , Ikan, Serangga, Krustasea, Moluska dan
Xiphosura (Ketam Tapal Kuda).*

Kota Palembang salah satu Kota yang banyak terdapat Satwa Liar yang di
lindungi tak luput dari Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang di lindungi salah
satu hewan yang banyak diperjual belikan di Kota Palembang adalah Kukang atau
Malu-malu Sumatera hal ini terungkap pada saat Penyelamatan hewan dari
banyaknya perdagangan illegal satwa liar di Kota Palembang, pada saat dilakukan
operasi razia terdapat perdagangan satwa langka yang dilindungi yaitu Kukang atau
Malu-maluSumatera di Pasar Burung, Jalan Beringin Janggut, Kelurahan 17 Ilir
Palembang.Tersangka nekat menjual kukang sumatera karena harga jualnya yang
cukup menggiurkan.Satu ekor kukang sumatera bisa dijualnya seharga Rp150 ribu.
Ada 8 ekor kukang sumatera yang akan dijualnya di Pasar Burung Kota Palembang.
Tersangka membeli 8 ekor kukang sumatera sebesar Rp800 ribu.Dia mendapatkan
kukang sumatera ini dari seorang warga yang mengantar satwa langka tersebut ke
rumahnya, pada hari Senin, 22 April 2019.Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol
Supriyadi mengatakan, kukang sumatera ini akan dititipkan ke Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel. Tersangka bisa dijerat dengan Pasal 40 Ayat

2 Junto Pasal 21 (2) A UU Nomor 5 tahun Tentang konservasi sumber daya alam

“Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis
Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.



hayati dan ekosistem.Di mana, ancaman hukuman yaitu pidana kurungan penjara
selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100 juta.®

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa yang di maksud dalam analisis
kriminologis dalam skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab dan
upaya penanggulangan, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul
“ANALISIS KRIMINOLGIS TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR
YANG DI LINDUNGI”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka persoalan yang akan dibahas dalam
penulisan ini yaitu :

a. Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang
dilindungi?

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Selatan terhadap
penyelundupan satwa liar yang dilindungi?

C. TUJUAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan

masalah di atas, adalah sebagai berikut:

SPenulis nefri inge,https://www.liputan6.com/regional/read/3948602jual-satwa-dilindungi-di-
palembang di akses pada23 April 2019 pukul19:00 WIB.


https://www.liputan6.com/regional/read/3948602jual-satwa-dilindungi-di-palembang
https://www.liputan6.com/regional/read/3948602jual-satwa-dilindungi-di-palembang

a. Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

a. Mengetahui upaya penanggulangan yang dihadapi oleh para aparat hukum
dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
penyelundupan satwa liar yang dilindungi

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan
terutama dibidang hukum pidana dan khususnya mengenai pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya
alamhayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar
yang dilindungi.

2. Manfaat praktis
Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dan sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya, terhadap tindak pidana penyelundupan satwa
liar yang dilindungi, faktor penyebab terjadinya tindak pidana
penyelundupansatwa liar yang dilindungi serta faktor penghambat terhadap
penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi

tersebut.



E.RUANG LINGKUP
Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang
lingkup penelitian Hukum Pidana pada umumnya, yaitu melihat dari literatur-
literatur, undang-undang yang terkait dalam pokok pembahasan ini, serta
pendapatpendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan ini.
Ruang lingkup dalam penelitian ini sendiri terbatas yakni pada Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA), dan Balai Karantina Kelas 1 Palembnag
F. KERANGKA TEORI
Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya padadasarnya
untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap
relevan untuk penelitian.®
Pada kriminologi dikenal beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk
menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan.Baik
faktor-faktor penyebab maupun upaya penanggulangan kejahatan.
A. Teori Penyebab Kejahatan
Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah

segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana

® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1984, him.
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yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan

berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.
Faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

a. Faktor intrinsik (intern)

1) Niat Pelaku
Niat merupakan awal dari suatu perbuatan, dalam melakukan tindak
pidana narkotika, niat dari pelaku juga penting dalam faktor terjadinya
perbuatan tersebut. Pelaku sebelum melakukan tindak pidana narkotika
pada awalnya memiliki niat untuk sekedar coba-coba, dan mencari jati
diri. Namun pada akhirnya niat awal yang hanya ingin coba-coba menjadi
ketergantungan dan berkembang menjadi pengedar bahkan menjadi
bandar narkoba.
2) Moral dan Pendidikan

Moral disini berarti tingkat kesadaran akan norma-norma yang berlaku
didalam masyarakat. Semakin tinggi rasa moral yang dimiliki oleh
seseorang, maka kemungkinan orang tersebut akan melanggar norma-
norma yang berlakuakan semakin rendah. Kesadaran hukum seseorang
merupakan salah satu faktor internal yang dapat menentukan apakah
pelaku dapat melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma di
masyarakat. Apabila seseorang sadar akan perbuatan yang dapat

melanggar norma maka ia tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena
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takut akan adanya sanksi yang dapat diterimanya, baik sanksi dari
pemerintah maupun sanksi dari masyarakat sekitar.

3) Faktor Keluarga
Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian,
secara umum dianggap menjadi faktor utama dari timbulnya depresi yang
menyebabkan wanita maupun anak melakukan kejahatan. Selain itu faktor
keluarga yang berasal dari kalangan atas umumnya waktu untuk
berkumpul keluarga menjadi kurang sehingga kasih sayang dan
keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan menyebabkan anggota
keluarga berusaha mencari kesenangan lain diluar keluarga.

b. Faktor Ekstrinsik (ekstern)

1) Faktor Lingkungan / Pergaulan
Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan biasanya merupakan
lingkunganatau daerah-daerah yang pergaulan sosialnya rendah,
rendahnya moral penduduk, dan sering kali di lingkungan tersebut norma-
norma sosial sudah sering dilanggar dan tidak ditaati lagi. Selain itu
standar pendidikan dan lingkungan tempat tinggal yang sering melakukan
tindak pidana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membentuk
sesorang atau individu untuk menjadi seorang pelaku kejahatan.

2) Faktor ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan

manusia dan keadaan ekonomi dari pelaku kejahatan kerap kali muncul



11

yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana. Para pelaku
sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan tidak punya
pekerjaan sama sekaliatau seorang penganguran. Desakan ekonomi yang
menghimpit sesorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak
kejahatan. Plato menyatakan bahwa :
“Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang
miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri
dantimbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya
hidup mewah untuk segala hiburannya”.”
Selain faktor Intrinsik dan Ekstrinsik tersebut terdapat faktor lain yang
juga mempengaruhi mengapa terjadinya tindak pidana penyelundupan
satwa liar yang dilindungi yakni faktor hukum dan penegak hukum.
B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di
seluruh Negara semenjak dahulu pada hakikatnya merupakan produk dari
masyarakat itu sendiri.Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari
norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma
moral hukum.Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung
atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi
terhadap kejahatan danpelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan

maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.Upaya

" Noach Simanjuntak, Kriminologi, Bandung : Penerbit Tarsito, 1984, him 53.
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penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah
maupun masyarakat pada umumnya.Berbagai program serta kegiatan yang telah
dilakukan sambil terus mencari carayang paling tepat dan efektif dalam
mengatasi masalah kejahatan.
Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan
penanggulangan kejahatan yaitu:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application)

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment)

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime
and punishment/mass media).®

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua,
yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar
hukum pidana).Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas upaya-upaya yang
disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukan dalam upaya non penal.®

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan
lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah
kejahatan terjadi.Jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif

yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi,

8Barda Nawawi Arif, Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Jakarta:
Kencana, 1998), him. 52.
°Ibid, him. 46.
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dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada
hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.°
Dalam upaya membahas penanggulangan peneliti akan menggunakan dua
teori yaitu Penerapan hukum pidana (criminal law application) dan
Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).
G. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris,Yuridis yaitu
menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang berkaitan dengan
permasalahan, sedangkan Empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat
dengan mencari data ke lapangan.* Dalam penulisan skripsi ini didukung dengan
menggunakan atau meneliti  bahan pustaka atau bahan sekunder.'?Serta
mengumpulkan data lapangan di wilayah palembnag.
2.Jenis dan Sumber Data
A. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yang
bersumber pada :
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa

keteranganketerangan dan pendapat dari para responden dan

O1bid, hlm. 46
11 Soerjono soekanto, pengantar penelitian hukum,Ul PRESS, Jakarta, 1986, him 10
12 Sperjono soekanto, penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2003, him 13
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kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan
observasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah Palembang
2. Data Sekunder
Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer,®® seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar,
artikel internet,hasilhasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana
hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang
diteliti dalam penelitian ini.
B. Sumber Data
1. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan antara
lain dengan cara wawancara kepada narasumber penelitian, dan juga
observasi untuk mendapatkan data.
2. Data Sekunder
Terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer,seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet,
hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil
yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian
ini.
a. Adapun bahan hukum primer adalah:
1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

13 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul, 2007, him.52
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2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan
danbukubuku yang berhubungan dengan perlindungan satwa liar yang
dilindungi dan tentang kepabeanan.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk
terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama
bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.*Termasuk
dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus
Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek, individu, gejala dan kejadian atau unit
yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah BKSDA (Balai
Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Sumatera Selatan dan warga
masyarakat penjual satwa liar yang dilindungi.Sampel adalah sebuah objek
yang kurang dari populasi.
Metode sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu
metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan

penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang

1450erjono Soekanto dan Sri Mamudj, Op.Cit., him. 41.
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hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang
hendak diteliti.
Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) orang yaitu:
1. 3 Orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA Provinsi Sumatera
Selatan
2. 3 Orang penjual satwa liar yang dilindungi
D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada
subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

2. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan satwa yang di lindungi atau jurnal
yang berkaitan dengan penelitian.

3. Analisis Data
Data-data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif
dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yang berarti menjabarkan
dengan kata-kata sehingga menjadi kalimat yang mudahdimengerti, sistematis, dan
agar dapat ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.
4. Sistematika Penulisan
Pada sub ini agar penulis dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah
dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar
mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun

subbab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu:
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BAB | : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan, penulis memaparkan latar belakang, identifikasi
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup kerangka teoritis dan
tujuan penelitian

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis akan memaparkan tentang pengertian unsur-unsur tindak pidana,
tinjauan umum mengenai penegakan hukum pidana, serta pengertian tindak
pidana.

BAB IIl : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan
yang ada dalam penelitian ini, menjelaskan tentang yang melatar belakangi
terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang

ditunjuk kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.S Alam dan Amir llyas, 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar, Pustaka Refleksi
Books.

Baharudin Lopa, 2002, Tindak Pidana Ekonomi, Jakarta, Penerbit PT. Pratnya

Paramita.

Barda Nawawi Arif, 1998, Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,

Jakarta, Kencana.

J.E. Sahetapy, 1982, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti.

Leden Marpaung, 1995, Tindak Pidana Terhadap hasil Hutan dan satwa, Jakarta, PT
Glora Aksara Prata.

Mahrus Ali dan Ayu lzza Elvany, 2014, Hukum Pidana Lingkunan Sistem
Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup, Yogyakarta, Ull

Press.

Muhammad Mustofa, 2007, Metodologi Penelitian Kriminologi. Bekasi, Sari limu

Pratama.

Rasyid Ariman, dkk, 2007, Mengenal Kriminologi, Universitas Sriwijaya Palembang.



Supriadi, 2011, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia, Jakarta, PT
Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, Rajawali Press.

------------------------- , 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas
Indonesia Press.

------------------------- ,1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas

Indonesia.

------------------------- ,2003, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Press.

-------------------------- ,2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas

Indonesia.

------------------------- ,1973, Doktrin-doktrin Kriminologi, Bandung: Alumni.

Soesilo, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab tentang Kejahatan)

,Bogor, Politea.

Suharso, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang, CV Widya Karya,

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2003, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Press.



Wahyu Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi Yogyakarta, Pustaka Yustisia

Undang-Undang

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan

Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, Tentang Karantina Hewan, lkan dan

Tumbuhan.

Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan
Satwa Yang Dilindungi.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Internet dan Sumber Lainnya

Penulis Nefriinge, diakses pada 23 April 2019 pukul19:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penyelundupan, diakses pada hari minggu 5
Januari 2020, pukul 14.45 WIB.



